
 
 

 

 

 

Walikota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),  

Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

 

  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015. 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  

Tahun 1945;  

 

  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2009 tentang Penetapan  

Peraturan  Pemerintah  Pengganti    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 

 

  



 
 

 

Tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 

  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4117); 

 

  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  
7. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 

  
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

 

  
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

  
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

 



 
 

 

  
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

 

  
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

  
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5426); 

 

  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

 

  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

  
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 4575); 

 

                     
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi  

Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

  
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

  
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4855); 

 

  
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

  
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala   Daerah  kepada  Dewan   

Perwakilan       Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 

  
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

  
27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

 

  
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

 



 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5351); 

  
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

 

  
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 

  
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 

  
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

  
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapakali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

 

  
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana   telah   

beberapa   kali   diubah,    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

  
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

  
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

 

  
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

 

 



 
 

 

  
38. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  yang  Bersumber  

dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 540); 

 

  
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

 

  
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 508); 

 

  
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

 

  
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 

Tahun 2006 Nomor 70); 

 

  
43. 

 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 83); 

 

  
44. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun  2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 89); 

 

  
45. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun  2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2015 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 138 ); 

 

  
46. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun  2015 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran  2015 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015  

Nomor    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

dan 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan                      : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal 1 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas;  

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut : 

  a. Pendapatan Rp. 1.604.649.868.225,50   

  b. Belanja   Rp. 1.533.247.452.660,24   

  c. Transfer Rp. 1.005.405.048,00  
 

 
 

Surplus/(defisit) 
  

 

Rp. 70.397.010.517,26 

  d. Pembiayaan     

 - Penerimaan Rp. 239.406.012.570,25   

 - Pengeluaran  Rp. 30.596.363.276,00   

 Pembiayaan Neto   Rp. 208.809.649.294,25 

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 279.206.659.811,51 

 

Pasal 3 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 

sebagai berikut: 

  a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 239.406.012.570,25   

  b. Penggunaan SAL sebagai 

Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan  

Rp. 239.406.012.570,25   

  c. Subtotal (a – b)   Rp. 0,00 



 
 

 

  d. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/ SiKPA) 

   

Rp. 279.206.659.811,51 

  e. Subtotal  (c + d)   Rp. 279.206.659.811,51 

  f. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

Tahun Sebelumnya 

   

Rp. 0,00 

  g. Lain-Lain   Rp. 0,00 

  h. Saldo Anggaran Lebih Akhir      

(e + f + g) 

   

Rp. 279.206.659.811,51 

 

Pasal 4 

 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut : 

  a. Kegiatan Operasional  

 (1) Pendapatan Rp. 1.720.308.520.474,60   

   (2) Beban   Rp. 1.404.715.350.310,18   

 
 

Surplus/Defisit dari Operasi 
  

 

Rp. 315.593.170.164,42 

  b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

 (1) Surplus dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

Rp. 793.506.796,36   

 (2) Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

Rp. (2.352.796.453,08)   

 Jumlah Surplus/Defisit Dari 

Kegiatan Non Operasional 

  Rp. (1.559.289.656,72) 

 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 314.033.880.507,70 

  c. Pos Luar Biasa Rp. 0,00   

 Surplus/Defisit - LO Rp. 314.033.880.507,70 

 

Pasal 5 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut: 

  a. Ekuitas Awal Rp. 3.787.849.132.716,71   

  b. Surplus/Defisit - LO  Rp. 314.033.880.507,70   

  c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Rp. (1.268.502.147.095,09)   

  d. Ekuitas Akhir   Rp. 2.833.380.866.129,32 

 

 

Pasal 6 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2015 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

a. Jumlah Aset Rp.2.879.766.467.961,02 

b. Jumlah Kewajiban Rp.40.109.048.598,90 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.2.839.657.419.362,12 



 
 

 

Pasal 7 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir 

sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut : 

 

 

Pasal 8 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 9 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran  Menurut      Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian  Laporan  Realisasi  Anggaran  Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan 

Pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi  Realisasi  Anggaran Belanja Daerah  Menurut  

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan 

Kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi  Realisasi  Anggaran Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan; 

 Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

 Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Daerah; 

 Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya; 

 Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai 

Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 

Berikutnya; 

 Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

a. Saldo Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2015 Rp.226.181.988.856,00 

b. Saldo Kas di Kas BLUD per 1 Januari 2015 Rp.11.708.080.769,11 

c. Saldo Kas di Kas FKTP per 1 Januari 2015 Rp.1.502.365.358,14 

d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2015 Rp.14.212.707,00 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp.386.867.135.231,18 

f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi    (345.510.696.818,00)                        

g. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan        (12.015.645.276,00) 

h. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp.11.056.031.900,54 

i. Saldo Akhir di Bendahara Pengeluaran Rp.159.482.344,00 

j. Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan Rp.596.812.916,00 

k. Saldo Akhir Kas  per 31 Desember 2015  Rp.279.803.472.727,47 

   



 
 

 

 Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah. 

    

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Lampiran III : Laporan Operasional 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Lampiran V : Neraca 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 

 
 

Pasal 10 

 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 

 

 

Pasal 11 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

 

  Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 6 September 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 26 September 20167 Agustus 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 

 

 ttd 

 

 

                       H.I.S. HIDAYAT 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 176 154 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
ttd 

 
 

H. BUDI BUDIMAN 


